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Abstract: One of the most actual issues nowadays is about the maintenance and pro-
tection of human rights moreover in a developing county, even in a poor country. The 
maintenance towards human rights is a kind of every human’s responsibility, it is not 
only a duty for the government but also it is a part of the duty for all societies. For this 
case, giving a judicial help for the victims of the human rights abuses by some lawyers is 
a kind of an implementation from the functions and purposes of judicial helps. Without 
the roles of giving the judicial helps for the victims of the human rights abuses, then it 
may cause an injustice for the protection of human rights moreover in Indonesia. As 
we know if our country Indonesia actually has a good system of the regulation about 
human rights, thus we only need to have any efforts as the implementation. 
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PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi 
oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan dan martabat manusia. Sedangkan menurut Teaching Human 
Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa HAM adalah 
hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil 
dapat hidup sebagai manusia.
Dari kedua pengertian diatas tentang HAM dapat dipahami bahwa hak 
yang terdapat dalam diri manusia pada intinya merupakan anugerah atau 
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karunia dari Tuhan, dalam artian hak tersebut bukanlah pemberian seseorang 
atau hadiah dari Negara oleh karena itu setiap individu apalagi Negara wajib 
menghormati dan memberikan perlindungan terhada hak yang melekat pada 
diri manusia. Dalam kenyataannya tidak jarang kita menemui adanya pelang-
garan terhadap hak manusia yang dilakukan tidak saja oleh manusia itu sen-
diri bahkan Negara-pun juga ikut andil didalam melakukan pelanggaran 
terhadap hak manusia. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam memberikan 
perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) 
bagi para korban. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi di-
luar sistem pemerintahan yang bergerak dibidang penegakan hukum. 
Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” 
dalam bahasa Inggris “Aid” dan “Hukum” dalam bahasa Inggris “Legal”. Bila 
ditelaah lebih jauh bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain 
pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu 
lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantu-
an. Sedangkan “Hukum” bila diambil makna serta kesimpulannya adalah se-
perangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan 
menertibkan prilaku masyarakat sehari-hari.
Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya untuk 
membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Masyarakat 
Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan 
bahwa bantuan hukum adalah identik dengan perlindungan hukum. Pendapat 
seperti ini menjadi ketetapan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat 
masyarakat membuat pengertian bantuan hukum itu sering di salah tafsirkan. 
Karena banyak masyarakat melihat hanya dari sifat dan kemanfaatan bantuan 
hukum yang ada di masyarakat saat ini. Dalam tulisan ini penulis mencoba me-
lihat bagaimana implementasi bantuan hukum atau advokasi terhadap perlin-
dungan HAM di Indonesia 
SIFAT, TUJUAN DAN DASAR BANTUAN HUKUM
Sifat bantuan hukum yang banyak dijumpai di masyarakat saat ini dapat 
dilihat dari bentuk atau konsep dapat di bedakan menjadi dua bagian :
a) Bersifat pasif
b) Bersifat aktif 
Bantuan hukum yang bersifat pasif banyak dilaksanakan saat ini oleh 
dapatlah dikatakan bahwa hal ini mulai ada semenjak berdirinya lembaga bantuan 
3Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2010
Fajrul Wadi
hukum (LBH) Indonesia pada tahun 1970 di Jakarta. Program bantuan hukum 
yang diberikan dalam arti masih sangat terbatas, apalagi pada zaman penjajahan 
bahwa pengacara-pengacara Indonesia telah memberikan bantuan hukum sejak 
itu, namun terbatas hanya pada tingkat persidangan. Akan tetapi dengan me-
ngemukakan hal itu tidak akan bisa mendapatkan gambaran sebenarnya dari 
cita-cita atau konsep bantuan hukum saat ini, paling tidak akan mengurangi arti 
konsep bantuan hukum yang sedang berkembang di Indonesia.
Gagasan konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama-sama 
memberikan pelayan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar 
Pengacara/Penasehat Hukum tanpa memandang agama, asal, suku maupun 
keyakinan politik masing-masing, meskipun pemberian jasa bantuan hukum 
itu berlainan dalam motivasi dan tujuannya satu sama lain.
Adnan Buyung Nasution, mengutip Coppeti menjelaskan; suatu pengem-
bangan tetap tidak berubah, maksudnya amal dan prikemanusiaan yang tampak 
menonjol bagaikan garis merah, atas dasar amal dan prikemanusiaan, teruta-
ma bagi orang yang secara ekonomi lebih mampu, manusia lebih menciptakan 
suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum khususnya kepada orang 
yang tidak mampu.1
Soerjono Soekanto beserta Soehardjo berpendapat; bahwa bantuan hu-
kum sama dengan konsep yang diajukan Coppeti itu meskipun sangat terbatas, 
sudah ada berjalan di Indonesia sejak sebelum perang dunia ke II. Pada waktu 
itu selama masa penjajahan Belanda, bantuan hukum dalam arti pelayanan hu-
kum oleh seorang penasehat hukum, telah diberikan kepada seorang terdakwa 
yang tidak mampu membayar Pengacara, akan tetapi dasarnya terbatas pada 
dasarnya terbatas pada perkara-perkara yang diancam hukuman mati.
Tahun 1950 setelah Indonesia merdeka, arti bantuan hukum menjadi le-
bih luas dengan didirikannya Lembaga Tjandra Naya, suatu organisasi sosial 
dari orang-orang Indonesia keturunan China yang memberikan bantuan hu-
kum dalam setiap perkara kepada anggotanya. Bantuan hukum untuk anggota 
Tjandra Naya tidak terbatas kepada perkara yang diancam hukuman mati sa-
ja, tetapi diberikan dalam segala macam perkara, meskipun ada batasan lain 
yaitu bahwa bantuan hukum hanya diberikan kepada suatu golongan keturun-
an tertentu saja.
Gagasan atau konsep bantuan hukum di Indonesia sangat luas dan berkem-
bang dengan pesat, boleh dikatakan bahwa pada awal dari suatu konsep ban-
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tuan hukum yang asli di Indonesia telah terbentuk. Hal itu bermula dari suatu 
gagasan yang di lakukan oleh Adnan Buyung Nasution, dalam kongres pera-
dilan tahun 1969 untuk mendirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum dalam 
arti yang seluas-luasnya di Indonesia.
Gagasan yang kemudian dituangkan secara lebih konkrit dalam anggaran 
dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hal ini di lihat bahwa gagasan atau 
konsep bantuan hukum ini tidak lagi semata-mata didasarkan pada perasaan 
amal dan prikemanusiaan, tetapi untuk memberikan pelayanan hukum ke-
pada orang yang tidak mampu dan buta hukum. Sebaliknya pengertian lebih 
luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat sehingga mereka 
akan memahami hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara 
Indonesia. 
Menurut penulis bantuan hukum tersebut berkembang sesuai dengan 
kemajuan ilmu dan pengetahuan, sehingga bantuan hukum itu bukan hanya 
diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Karena bantuan 
hukum seperti ini adalah bentuk bantuan hukum yang telah lama ada kemu-
dian sangat konvensional dan mempunyai ruang yang sangat sempit. Bantuan 
hukum bersifat luas, sehingga mampu memberikan hukum sampai kepada 
orang yang telah dipenjara dan bersifat sangat struktural. Karena bantuan hu-
kum yang luas tidak terbatas pada satu tujuan pemberian bantuan hukum yaitu 
memberikan pembelaan pengadilan, tetapi juga berupa perlindungan hukum, 
pendidikan hukum, setelah dinyatakan bersalah.
Soerjono Soekanto mengutip Adnan Buyung Nasution menyatakan, ban-
tuan Hukum dalam arti luas disamping memberikan pelayanan mendidik da-
lam pengertian luas dan menumbuhkan kesadaran dan hak-hak sebagai subjek 
hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan hukum.3
Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip Cappelleti berpendapat bah-
wa tujuan dari program bantuan hukum di negara-negara berkembang sulit 
ditentukan dengan jelas meskipun kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan 
oleh Barry Metzger tentang negara berkembang pada umumnya mengambil 
arti dan tujuan bantuan hukum seperti di Barat yang pada dasarnya terdiri da-
ri dua bagian :
a) Bantuan hukum merupakan tuntutan para prikemanusiaan;
b) Bantuan hukum mengatur jalannya fungsi peradilan agar efektif.4 
5Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2010
Fajrul Wadi
Bantuan hukum mempunyai tujuan dalam arti luas, hal ini diperjelas oleh 
beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bantuan 
hukum serta perlindungan hukum. Due process of law dapat diartikan sebagai 
perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka, 
terdakwa dan terpidana.
Tujuan bantuan hukum dalam arti sempit mengarah kepada tujuan Pri-
soners Aid Society yang menyebutkan :
a. Membantu memecahkan masalah-masalah hukum dan sosial yang di-
hadapi oleh para pelanggar hukum.
b. Membantu menumbuhkan kesadaran hukum keadilan bagi pelanggar 
hukum
c. Membantu tatalaksana pemasyarakatan dalam usaha-usahanya menuju 
tercapainya terintegrasi sosial antara masyarakat luas dengan terpidana.5
Tujuan bantuan hukum dalam arti luas selain mengajarkan hal-hal yang 
termaktub pada tujuan bantuan hukum dalam arti sempit dapat dibagi atas 
beberapa bagian :
a. Membangun suatu kesatuan sistem hukum Nasional;
b. Perwujudan perlindungan HAM
c. Membuat terobosan hukum yang dapat membawa ke arah perubahan 
sosial yang berkeadilan;
d. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat akan hak-haknya atas hukum 
dan HAM.
Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam bukunya Bantuan Hu-
kum dan Hak Azasi Manusia menyebutkan bahwa sebelum berlakunya UU 
No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, kegiatan 
bantuan hukum secara juridis formal sebagai kegiatan pelayanan hukum ke-
pada orang-orang yang berhubungan dengan suatu perkara.6 
Aturan tentang bantuan hukum bila dilihat secara spesifik masih terpi-
sah-pisah serta masih terdapat dalam beberapa aturan perundang-undangan, 
seperti :
a. HIR
b. RBG
c. UU No. 147 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 
d. Konferensi Cibogo 
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e. Pernyataan Bersama Ketua MA, Menkeh, Jagung, Wapangab, Pang-
kobkamtib, Kaskobkamtib, dan Polri
f. Instruksi Kobkamtib
g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.0.UM.0908 tahun 1980
h. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
i. UU No. 8 Tahun 1981
j. UU No. 18 Tahun 003 Tentang Advokat
k. UU No. 4 Tahun 004
l. UU No. 5 Tahun 004
 ADVOKAT DAN LEGITIMASI
Seorang advokat selalu harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifi-
kasi karakter pribadi yang mempunyai fighting spirit yang cukup.7 Advokat di-
perlukan oleh masyarakat juga dalam usaha mencapai keadilan serta menggapai 
 perubahan penegakan hukum yang selama ini tertunda akibat usaha yang ku-
rang maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum yang berdasar-
kan konstitusi tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan di dalam 
masyarakat diatur dengan undang-undang dan persoalan-persoalan yang tim-
bul dapat diselesaikan secara hukum baik melalui pengadilan, arbitrase maupun 
melalui negosiasi dan mediasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah 
“Alternative Dispute Resolution” sehingga semua persoalan diharapkan dapat di-
selesaikan dengan adil berdasarkan hukum yang menyertainya.
Untuk mencapai keadilan tersebut hanya dimungkinkan kalau saja para 
penegak hukum telah siap mental dan dapat bersikap professional untuk me-
laksanakannya. Sebagaimana diketahui bersama para penegak hukum belum 
semua dapat bersikap professional sehingga mengakibatkan tersendat-sendat 
nya penegakan hukum di negara. Tidak semua segi kehidupan di negara ini su-
dah diatur dalam undang-undang. Demikian pula tidak semua persoalan harus 
diselesaikan melalui badan peradilan. Persoalan-persoalan dapat diselesaikan 
baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk itu peran penegak 
hukum sangatlah vital di dalam konteks suatu negara hukum.
Profesi Hakim, Jaksa, Polisi sebagaimana diketahui bersama sudah di atur 
dalam undang-undang yang baru, juga profesi Advokat diatur dalam undang-
undang sehingga profesi dan etika profesi Advokat jelas. Lahirnya Undang-
Undang Advokat ini karena masyarakat sangatlah membutuhkan jasa-jasa hu-
kum dari seorang Advokat. Konteks mencapai kepastian hukum kedudukan 
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dan profesi Advokat di atur Undang-Undang sehingga jelas kedudukan dan 
statusnya di dalam masyarakat.8
Penegakan hukum akan dapat dicapai lebih sempurna setelah peran dan 
profesi Advokat serta statusnya telah diatur dalam undang-undang sehingga 
dalam kiprah nya sehari-hari dalam menjalankan tugasnya seorang Advokat 
bertindak sesuai dengan fungsinya dan tidak lagi ragu-ragu akan kedudukan 
hukumnya dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat tahu persis apa fungsi 
dan tugas Advokat. Dengan pengaturan undang-undang para penegak hukum 
lainnya pun tahu apa tugas seorang Advokat sehingga salah paham tentang sta-
tus dan profesi Advokat yang selama ini terjadi dapat dihindari.
Advokat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sering kali mengalami 
hal-hal yang kurang mengenakkan seperti ditolak oleh penyidik untuk men-
dampingi kliennya, dituduh oleh birokrasi sejalan ideologinya dengan si ter-
dakwa yang dibelanya, dianggap sebagai calo perkara, dimintakan menjamin 
 memenangkan perkara, dipukuli oleh massa karena membela perkara yang tidak 
populer seperti perkosaan, dijadikan terdakwa sebagai akibat membela perkara 
kliennya dan segala pelecehan yang sangat mengkhawatirkan dan dapat mem-
buat seorang Advokat menjadi frustasi.
IMPLEMENTASI HAM DALAM NEGARA HUKUM
Perkembangan HAM dalam sejarahnya tergantung dinamika model dan 
sistem pemerintahan yang ada. Dalam model pemerintahan yang otoriter dan 
represif, perkembangan HAM relatif mandeg seiring ditutupnya atau dibata-
sinya kran kebebasan, sedangkan model pemerintahan yang demokratis relatif 
mendukung upaya penegakan HAM karena terbukanya ruang kebebasan dan 
partisipasi politik masyarakat.
Hak Azasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru 
berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban 
dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengakuan negara hukum 
salah satu tujuannya melindungi Hak Azasi Manusia, berarti hak dan sekaligus 
kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.
Sebagai suatu negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Repu-
blik Indonesia menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan menjamin segala war-
ga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, 
serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecua-
linya. Selain itu juga menjunjung tinggi asas Peradilan yang bebas, dalam arti 
tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.9 
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Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah : 
a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan ti-
dak mengadakan perbedaan perlakuan;
b. Penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan hanya dilaku-
kan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang 
oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang dia-
tur dengan undang-undang;
c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di-
hadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ri-
ngan serta bebas, jujur, dan juga tidak memihak, harus diterapkan seca-
ra konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
e. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memper-
oleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepenti-
ngan pembelaan atas dirinya.
f. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau 
penahanan selain wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk meng-
hubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
g. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dila-
kukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.10 
 Hak asasi yang dijamin oleh KUHAP adalah terutama hak atas kebebas-
an atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas 
rahasia pribadi. Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut terutama berke-
naan dengan penyelidikan/penyidikan dan penahanan/penggeledahan. Pelang-
garan-pelanggaran Hak Azasi Manusia yang terjadi di Indonesia selama kurun 
waktu kurang lebih 50 tahun, telah menunjukkan bahwa suatu proses peradilan 
atas pelaku pelanggaran HAM merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. 
Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM selama Orde Baru, peristiwa Timor-
Timur, peristiwa Trisakti dan Semanggi, HKBP Nomensen Medan, Aceh 
serta kasus Munir telah meningkatkan intensitas tekanan-tekanan sosial baik 
di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap pemerintah Indonesia untuk 
melakukan langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan mengatasi pelang-
garan HAM yang lebih luas lagi dan menimbulkan korban yang lebih besar.
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Langkah-langkah pemerintah di bidang legislasi untuk menghadapi pelang-
garan HAM sudah dimulai dengan upaya pembentukan Komisi Nasional HAM 
melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993, selain itu pemerintah ju-
ga telah meratifikasi konvensi-konvensi HAM, kemudian dilanjutkan dengan 
penyusunan peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM. UU 
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 6 Tahun 000 tentang Pe-
ngadilan HAM.
Kelahiran Komnas HAM tidak terlepas dari suara-suara yang memper-
juangkan penegakan HAM pada masa rezim orde baru, walaupun ketika itu 
kuatnya dominasi pemerintah yang dibuktikan dengan kebijakan politik orba 
yang bersifat sentralistik dan penumpasan gerakan politik yang berbeda dengan 
pemerintah. Upaya penegakan HAM oleh kelompok-kelompok membuahkan 
hasil yang mengembirakan di awal 1990-an, kuatnya tuntutan penegakan 
HAM dari kalangan masyarakat merubah pendirian pemerintah orba untuk 
bersikap akomodatif terhadap tuntutan penegakan HAM yang disuarakan 
oleh masyarakat. Kehadiran Komnas HAM adalah untuk memantau dan me-
nyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan dan saran ke-
pada pemerintah perihak pelaksanaan HAM.
Penggantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 telah memberikan 
dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indo-
nesia. Pada saat itu mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan 
pemerintah orba yang berlawanan dengan pemberlakuan HAM dalam kehi-
dupan ketatanegaraan dan kemasyarakatam di Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak 
empat kali, lebih memperinci lagi pelaksanaan dan perlindungan HAM seba-
gaimana yang tercantum dalam Bab XA mengenai Hak Azasi Manusia terdiri 
dari Pasal 8A sampai dengan Pasal 8J.
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap orang 
harus tunduk dan hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, 
dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum 
serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Senada de-
ngan hal tersebut UU HAM Pasal 70 disebutkan bahwa “dalam menjalankan 
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan 
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serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan keter-
tiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal 71 UU HAM dise-
butkan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi 
 menegakkan dan memajukan Hak Azasi Manusia yang diatur oleh undang-
undang HAM peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional 
tentang Hak Azasi Manusia diterima oleh Negara Republik Indonesia.
Kewajiban dan tanggung jawab tersebut memberi konsekuensi kepada 
pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain 
(Pasal 7 UU HAM). Bentuk lain upaya aktualisasi HAM yaitu dengan cara 
menjadikan HAM sebagai tatanan sosial, yakni sebagai sesuatu yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat, baik dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial di 
masyarakat secara terus menerus.
Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab semata dari pemerintah 
saja, akan tetapi organisasi non pemerintah (LSM) juga mempunyai tanggung 
jawab moral yang besar terhadap pemajuan HAM, dalam hal ini pemberian 
bantuan hukum atau advokasi tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 
hak mereka dilanggar oleh Negara atau orang lain, ini sesuai dengan tujuan 
bantuan hukum yakni pemberdayaan dan penguatan masyarakat akan hak-
haknya atas hukum dan HAM, terlebih lagi tugas bantuan hukum merupakan 
tuntutan pada prikemanusiaaan.
Perlindungan HAM dalam konteks masyarakat Barat (Amerika Serikat) 
terutama ditujukan kepada interrelasi antara penguasa dan warga masyarakat 
dengan asumsi tidak adanya kesetaraan kedudukan (persamaan) antar keduanya 
sehingga pola kriminalisasi perbuatan HAM selalu ditujukan kepada perbuatan 
penguasa (asumsi negatif). Perlindungan dalam konteks masyarakat timur (In-
donesia) terutama ditujukan kepada interrelasi antar warga masyarakat dan 
penguasa yang bersifat normatif-tradisional yaitu pola interrelasi tersebut, se-
rasi, selaras dan seimbang (asumsi positif).
PENUTUP
Universal Declaration of Human Right Pasal 5 berbunyi “tidak seorang da-
pat dipidana dan aniaya dengan kejam yang dapat menurunkan harkat, marta-
bat pribadi serta keluarganya”. Pernyataan semesta tentang hak asasi manusia 
ini secara gamblang telah utuh berada dan dibuat dalam hukum acara pidana 
melalui Undang-Undang Nnomor 8 Tahun 1981. [ ]
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Hak azasi sebagai hak utama/dasar sesungguhnya hak yang diperoleh oleh 
setiap individu tanpa merebutnya dengan susah payah, sebab hak dasar adalah 
seharusnya datang dan diperoleh dengan sendirinya. Tetapi hak seseorang un-
tuk tidak diperlakukan secara semena-mena khususnya dalam proses hukum 
sering menjadi pemicu bahwa HAM terkadang perlu perlindungan. [ ]
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